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Isi Berita :

KOTA SEMARANG - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana
siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat
bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar.

Bantuan untuk penanganan darurar ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat
kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan
bantuan sebesar Rp250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan
bantuan sebesar Rpl miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan
darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total
senilai Rpl,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten
Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-
masing Rp100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan

Catatan Berita UJIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari



Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki
dampak paling luas.

Kepala BNPB kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat
melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah, Senin (2/1).
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat
yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," tegas Suharyanto pada
Senin (2/1) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan
Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah.

Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan
pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang
memadai.

Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis
menjadi komandan penanganan darurat.

"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah
yang lebih paham kondisi di lapangan," sebutnya.

Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan
kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang lebih baik.

"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga
ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak
akan terulang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita
Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada
bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami
gelombang tinggi dan angin.

Sementara itu, terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (1/1), BNPB bersama BMKG telah
mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC)
di wilayah Jawa Tengah. Dengan dilakukannya TMC, upaya ini diharapkan dapat

mengurangi intensitas hujan yang turun.
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"Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa "menurunkan" hujannya
sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun
harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan
sedang menjadi ringan," jelas Dwikorita.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan
BNPB, khususnya bantuan TMC.

"Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG berhasil
sehingga banjir bisa surut," kata Ganjar.

Kepala BNPB bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BMKG juga berkesempatan
untuk meninjau langsung dapur umum di Taman Brotojoyo, Desa Sentoso, Kecamatan
Semarang Utara. Dalam satu hari dapur umum dapat membuat 1.500 nasi bungkus yang akan
dibagikan kepada warga terdampak banjir di Kota Semarang.

Tinjauan selanjutnya dilakukan di Stasiun Tawang, di mana stasiun tersebut sempat terendam
saat banjir melanda Kota Semarang pada Sabtu (31/12) lalu.

Namun saat ini, air sudah surut total dan operasional kereta api sudah kembali normal.
"Kemarin kita tahu ada kurang lebih 10 jadwal yang dibatalkan akibat banjir, hari ini sudah
bisa surut total salah satunya juga berkat TMC yang didukung oleh BNPB dan BMKG, terima
kasih banyak," kata Ganjar.

Ganjar juga meminta kepada jajarannya untuk senantiasa memonitor jalur lalu lintas
transportasi baik darat, laut, maupun udara mengingat cuaca yang sedang tidak menentu.
Dirinya juga mengimbau bupati dan walikota untuk berpatroli meninjau langsung kondisi di
lapangan.

"Lakukan patroli, pastikan logistik dam peralatan siap dan memadai. Kalau kurang segera
dilist apa-apa saja agar bisa segera kami mintakan ke BNPB," kata Ganjar.

Turut hadir dalam rapat dan kunjungan tersebut Ketua DPRD Jawa Tengah, Pangdam IV
Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Danlanal Jawa Tengah, Deputi Bidang Penanganan
Darurat BNPB, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Bupati/Walikota se-Jawa
Tengah, dan Kalaksa BPBD se-Jawa Tengah.
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CATATAN :

1. Penanggulangan Bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007:

a) Pasal 7: Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan pedoman
dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi
secara adil dan setara; menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan  bencana  berdasarkan = Peraturan = Perundang-undangan;
menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; melaporkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal
dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana; menggunakan dan
mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional,
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan; dan h. menyusun pedoman pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

b) Pasal 13 : Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi
perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dan
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pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, dan menyeluruh
4. Sesuai dengan artikel diatas, bantuan sebesar Rp4,25 miliar diberikan kepada 13 wilayah
administrasi tingkat kabupaten dan kota dengan total Rp3,25 miliar. Sementara Rpl
miliar untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak.
Tindakan yang dilakukan BNPB tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga sesuai dengan pasal 62 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Dana siap pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.
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